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BAB V 

PENUTUP 

5.1    KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis lakukan di atas 

terkait dengan implementasi peraturan daerah Kota Padang nomor 1 

tahun 2025 tentang ketenteraman dan ketertiban umum studi kasus 

di Pantai Purus Kota Padang, maka adapun hasil kesimpulan yang 

dapat penulis petik yaitu: 

5.1.1 Keberadaan pengemis di Kota Padang merupakan salah satu wujud 

nyata dari kemiskinan multidimensi. Mereka sering ditemukan di 

lokasi-lokasi ramai seperti Pasar Raya, lampu merah yang berada di 

Jalan Khatib Sulaiman, tempat wisata, serta di kawasan Pantai Purus. 

Pada tahun 2023-2025 pengemis di Kota Padang semakin meningkat 

hal ini dikarenakan faktor ekonomi yang rendah, faktor pendidikan, 

susahnya cari pekerjaan, serta faktor kebiasaan karena hasil yang 

didapatkan mengemis dijalan bisa mencapai tiga ratus ribu rupiah 

hingga lima ratus ribu rupiah dalam sehari. Adapaun kaitan pengemis 

dengan ketenteraman dan ketertiban umum yaitu, mengemis dapat 

menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat, yang pada akhirnya 

dapat mengganggu stabilitas sosial di lingkungan sekitanya. 

5.1.2 Implementasi perda Kota Padang nomor 1 tahun 2025 tentang 

ketenteraman dan ketertiban umum, dalam menangani dan 

menertibkan pengemis. 

Satuan Polisi Pamong Praja turun kelapangan untuk menertibkan 

pengemis, kemudian akan dibawa ke Dinas Sosial untuk mencari data 

pengemis tersebut. Ketika datanya ditemukan hanya satu kali 

ditertibkan, maka akan dibuat perjanjian jika nanti mengulangi 

mengemis di jalan harus bersedia di rehabilitas. Sedangkan pengemis 

yang sudah ditertibkan hingga dua sampai tiga kali maka Dinas Sosial 

akan merehabilitasnya sepuluh hari kedepan. 



81 
 

 
 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang 

implementasi peraturan daerah Kota Padang nomor 1 tahun 2025 

tentang ketenteraman, dan ketertiban umum maka saran dari penulis 

sebagai berikut: 

5.2.1 Keberadaan Pengemis dalam kemiskinan multidimensi Kota padang, 

alangkah baiknya Pemerintah melakukan analisis pelaksanaan 

peraturan daerah Kota Padang nomor 1 tahun 2025 khususnya dalam 

menangani pengemis, serta memeriksa kelapangan bagaimana 

tindakan yang dilakukan Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja 

dalam menenteramkan dan menertibkan pengemis. Pemerintah Kota 

Padang juga lebih baik melakukan perencanaan pembangunan panti 

lansia untuk kedepannya ditingkat Kota bukan hanya tingkat Provinsi 

saja, agar Dinas Sosial lebih mudah memberikan tempat ketika 

menertibkan pengemis lansia. 

5.2.2 Pelaksanaan peraturan daerah Kota Padang nomor 1 tahun 2025 

tentang ketenteraman dan ketertiban umum, lebih baik Satuan Polisi 

Pamong Praja melakukan penertiban pengemis di Pantai Purus, 

karena tempat tersebut merupakan wisata yang dikunjungi 

masyarakat setiap harinya. Tujuan masyarakat berkunjung biasanya 

untuk menikmati keindahan alam, tetapi dengan adanya pengemis 

menimbulkan ketidaknyamanan terhadap pengunjung. Dinas Sosial 

dan Satuan Polisi Pamong Praja lebih tegas dalam menangani orang 

yang mengendalikan pengemis karena hal itu termasuk dalam 

kategori perdagangan orang, dan sebaiknya masyarakat bekerja sama 

dengan Pemerintah dengan cara tidak memberi uang kepada 

pengemis agar tidak mengulangi kebiasaan mereka. 
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